
SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa, 14 (empat belas) Desa di Kota Sungai Penuh
mendapatkan Tambahan Dana Desa berdasarkan Kinerja
Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan
Rincian Dana Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
IndonesiaNomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
215);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022Nomor 960);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun 2023 Nomor 5);

16. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);

17. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 35);

18. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Desa Lingkup
Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun 2023 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.

(2) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahunanggaran berjalan; dan
b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

(3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula
pengalokasian.

(4) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara
merata dan berkeadilan berdasarkan:



a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi;
c. alokasi kinerja; dan
d. alokasi formula.

(5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa
yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dihitung secara propesional dan memperhatikan kriteria
berupa:
a. kriteria utama; dan
b. kriteria kinerja.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Dana Desa Tambahan Tahun Anggaran 2023 yang di berikan pada 14 (empat
belas) Desa adalah sebesar Rp1.792.070.000,00 (satu milyar tujuh ratus
Sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

(2) Rincian besaran Tambahan Dana Desa Tahun 2023 untuk 14 (empat belas)
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) , tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk

nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta
paling lambat bulan Juni;

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk
nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta
paling lambat bulan Oktober; dan

c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk
nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari paguDana Desa untuk

nonBLT Desa setiap Desa dandilakukan paling cepat bulan Januari serta
palinglambat bulan Juni; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk
nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

(3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa
hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa
membangun.



4. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran 2022; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk

nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapanpaling
rendah sebesar 50% (lima puluh persen) danrata-rata capaian keluaran
menunjukkan palingrendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLTDesa yang telah
disalurkan; dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaiankeluaran Dana Desa untuk

nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata
realisasipenyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaranmenunjukkan paling rendah sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II
dan BLT Desa yang telah disalurkan;dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
2022.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
b. tahap II paling lambat tanggal 29 September tahun Anggaran berjalan; dan
c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir

tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa
mandiri sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2), dilaksanakan setelah
KPA BUNPenyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, danKeistimewaan
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan
benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran 2022;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaranDana Desa untuk

nonBLT Desa tahap Imenunjukkan rata-rata realisasi penyerapanpaling
rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan palingrendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dariDana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLTDesa yang telah
disalurkan; dan



3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
2022.

(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun Anggaran berjalan; dan
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir

tahun.
(5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b
ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.

(6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai
dengan bulan yang disalurkan.

(7) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah
bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2
dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan
pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama
kali disertai dengan daftar RKD.

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b angka 2 dan
huruf c angka 1 serta ayat (3) hurufb angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentasecapaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaransebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 2dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b
angka 2disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang,kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satuankeluaran, dan capaian keluaran.

(10)Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum
memenuhi kebutuhan input data, Walikota menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa,Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.

(11)Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu
pada ketentuan yang ditetapkan olehKementerian Dalam Negeri.

(12)Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening
kas setiap Desa pada bankumum yang terdaftar dalam sistem kliring
nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia real time grosssettlement
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13)Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12),
Walikota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(14)Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data
supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran
negara.

(15)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling
rendah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan Daerah.

(16)Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 15
berhalangan, maka surat pengantar ditandatangani oleh Kepala perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.



(17)Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat
(15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).

(18)Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud padaayat (17) diolah dan
dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
Walikota secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa
terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes.

(2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan
September 2023.

(3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan
setelah Walikota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas
tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi
OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.

(4) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditandatangani paling rendah oleh Kepala perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
masyarakat Desa. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditunjuk oleh Walikota.

(5) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran tambahan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai
langkah-langkah akhir tahun.

(6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang
bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan

kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran
Dana Desa;

b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari
anggaran Dana Desa;

c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung
pangan Desa; dan

d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan
kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk
penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, dan pariwisata
skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program
atau kegiatan lain.



(2) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Prioritas yang
bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
b. penenganan bencana alam dan non alam.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Desember 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, S.H, M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19730115 200604 1 006


